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ABSTRAK

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan isi
putusan, dasar pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana serta bentuk
pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Tingkat
Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi yang dilakukan oleh anggota DPR dalam
kasus korupsi permintaan tambahan kuota impor daging sapi.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana
data yang dijadikan dasar penelitian bertolak pada bahan-bahan hukum tertulis
berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan. Secara spesifik, metode
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.
Analisis dilakukan terhadap isi (content) dari putusan pengadilan dan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kasus atau tema yang diangkat dalam
penelitian serta hasil wawancara dengan narasumber.

Hasil dari penelitian - menunjukan bahwa dalam memutus kasus yang diangkat,
Majelis'Hakim dalam setiap tingkat peradilan menjatuhkan pidana. Pertimbangan
tersebut murni berdasarkan pada bukti-bukti serta fakta yang muncul saat
persidangan. Adapun status Terdakwa yang merupakan Anggota DPR, Majelis
Hakim juga mempertimbangkan hal tersebut dan menjadikan faktor tersebut
sebagai hal yang memberatkan dalam memberikan punishment (hukuman) bagi
Terdakwa. Adapun. Mahkamah Agung juga memberikan pidana tambahan
mencabut Hak Politik Terdakwa yang tidak ditemukan dalam Putusan di
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Bahwa bentuk pertanggungjawaban
pidana yang dijatuhkan olen Majelis Hakim mulai dari Tingkat Pertama, Tingkat
Banding dan Tingkat Kasasi pada dasarnya semakin memberatkan hukuman bagi
Terdakwa. Adapun putusan Mahkamah Agung-menjatuhkan pidana penjara lebih
mirip dengan tuntutan awal yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni 18
Tahun Penjara.

Adapun saran yang diberikan adalah untuk  pidana“tambahan pencabutan hak
politik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi seharusnya UU PTPK menetapkan
ketentuan dan standarisasi yang jelas mengenai ambang batas dapat dikenakannya
hukuman ini bagi pelaku korupsi.

Kata kunci: Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi, anggota DPR
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